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Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis
hubungan antara efisiensi pengeluaran publik dalam
bidang pendidikan dan pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggunakan
metode penelitian deskriptif dan pendekatan studi
pustaka. Kajian ini difokuskan pada evaluasi
sistematis berbagai literatur terkait alokasi
anggaran dalam bidang pendidikan dan dampaknya
terhadap pembangunan manusia. Pengumpulan data
dilakukan melalui telaah dokumen dan kajian
literatur yang komprehensif. Diketahui bahwa
efisiensi pengeluaran publik dalam bidang
pendidikan memiliki korelasi dengan peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia. Analisis mendalam
mengungkapkan bahwa optimalisasi alokasi
anggaran pendidikan tidak sekadar memengaruhi
kuantitas, melainkan juga kualitas layanan
pendidikan yang berdampak langsung pada
peningkatan kemampuan dan kompetensi sumber
daya manusia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa
strategi efisiensi pengeluaran publik yang tepat
dapat menjadi upaya utama dalam mentransformasi
potensi pendidikan menjadi modal pembangunan
manusia yang berkelanjutan.
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PENDAHULUAN
Pendidikan memiliki posisi penting dalam proses pembangunan manusia dan menjadi

salah satu fokus utama dalam kebijakan publik di berbagai negara. Upaya peningkatan kualitas
pendidikan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yang
dapat mendukung pembangunan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Dalam hal ini, alokasi pengeluaran publik di sektor pendidikan berperan sebagai alat penting
yang dimanfaatkan pemerintah untuk mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Anggaran tersebut difokuskan untuk memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan
menjamin pemerataan pendidikan di seluruh wilayah. SDM berkualitas ini akan bergabung dalam
pasar tenaga kerja, berkontribusi pada struktur ekonomi, dan meningkatkan produktivitas secara
keseluruhan. Cobb & Douglas (1928) menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam fungsi
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produksi. Dalam konteks ini, sistem pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten
harus selaras dengan kebutuhan pasar dan dinamika perkembangan zaman. Pendidikan adalah
faktor utama dalam perekonomian karena dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang
kompeten. SDM berkualitas ini akan bergabung dalam pasar tenaga kerja, berkontribusi pada
struktur ekonomi, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Cobb & Douglas (1928)
menekankan pentingnya peran tenaga kerja dalam fungsi produksi. Dalam konteks ini, sistem
pendidikan yang mampu mencetak tenaga kerja kompeten harus selaras dengan kebutuhan pasar
dan dinamika perkembangan zaman.

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia karena memberikan
individu kemampuan untuk memperbaiki kualitas hidup (Todaro dan Smith, 2015),. Selain
meningkatkan keterampilan tenaga kerja, pendidikan juga berdampak langsung pada
kesejahteraan sosial, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pembangunan. Pandangan serupa diungkapkan oleh Becker (1964), yang menyoroti bahwa
investasi di bidang pendidikan adalah bentuk investasi pada modal manusia, yang berperan
penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi serta mempercepat pertumbuhan suatu
negara. Dalam konteks Indeks Pembangunan Manusia (IPM), United Nations Development
Programme (UNDP) menjelaskan bahwa pembangunan manusia adalah upaya untuk memperluas
pilihan individu, yang diukur melalui tiga aspek utama: kesehatan, pendidikan, dan kondisi
ekonomi atau daya beli. Pendidikan menjadi elemen penting dalam IPM karena memiliki dampak
langsung pada dua aspek lainnya, yaitu kesehatan dan pendapatan. Sebagai ilustrasi, peningkatan
tingkat pendidikan sering kali berhubungan dengan meningkatnya kesadaran akan kesehatan serta
peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik.

Meskipun alokasi anggaran publik untuk pendidikan terus mengalami peningkatan di
banyak negara, persoalan efisiensi sering menjadi bahan perdebatan. Berdasarkan pandangan
Musgrave dan Musgrave (1989), efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik merujuk pada
sejauh mana sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai target
yang telah ditetapkan. Dalam ranah pendidikan, efisiensi pengeluaran publik dapat dievaluasi dari
bagaimana anggaran yang disediakan mampu meningkatkan mutu dan akses pendidikan
sekaligus memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM). Di Indonesia, alokasi anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan telah mencapai 20%
dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang Dasar 1945. Kendati demikian, tantangan utama terletak pada memastikan
bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu
pendidikan sekaligus berkontribusi terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), meskipun IPM Indonesia menunjukkan
peningkatan secara keseluruhan, kesenjangan antarwilayah masih menjadi masalah yang
signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan anggaran pendidikan belum
merata di berbagai daerah.

Hanushek dan Woessmann (2008) berpendapat bahwa kualitas pendidikan lebih vital
daripada jumlah pengeluaran yang dikeluarkan. Mereka menjelaskan bahwa peningkatan hasil
pendidikan, yang dapat diukur melalui skor tes internasional, memiliki hubungan yang erat
dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam menganalisis efisiensi, perhatian tidak
hanya pada besarnya anggaran, tetapi juga pada cara pengalokasian dan penggunaan anggaran
tersebut untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. Penelitian ini juga sejalan dengan
pendapat Psacharopoulos (1985) yang menyebutkan bahwa pengeluaran dalam sektor pendidikan
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memberikan tingkat pengembalian sosial yang tinggi, khususnya di negara-negara berkembang.
Namun, tingkat pengembalian tersebut sangat dipengaruhi oleh sejauh mana efisiensi sistem
pendidikan dan pengelolaan anggaran publik. Jika anggaran pendidikan tidak dikelola dengan
efektif, meskipun terdapat alokasi dana yang besar, pencapaian hasil yang diinginkan akan sulit
tercapai.
LANDASAN TEORI
Pengeluaran Publik

Pengeluaran publik merujuk pada dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendanai
berbagai kegiatan dan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Nahumuri (2019),
pengeluaran publik adalah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung aktivitas
yang berhubungan dengan tujuan negara. Efisiensi dalam pengeluaran publik sangat penting
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yetmi (2021) menjelaskan bahwa
pengelolaan pengeluaran publik yang efisien akan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya
dan mendorong peningkatan ekonomi yang lebih baik. Efisiensi tersebut sangat dipengaruhi oleh
pengelolaan anggaran yang efektif dan penggunaan dana yang sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan. Handayani (2015) menyatakan bahwa pengeluaran publik yang tidak efisien dapat
menyebabkan pemborosan yang berisiko merugikan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan pengeluaran publik yang baik dapat memberikan dampak
positif pada pembangunan manusia, yang akhirnya akan mendorong peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Pengaruh Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan memiliki peran yang sangat vital dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu
negara. Schultz (1961) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan berperan sebagai
salah satu faktor produksi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Pendidikan yang baik mampu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan, inovasi,
serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, yang menjadi kunci penting
dalam persaingan global saat ini. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan
dapat mempercepat transformasi ekonomi menuju tingkat yang lebih maju.

Investasi dalam bidang pendidikan sangat penting, sehingga pemerintah perlu
membangun fasilitas dan sistem pendidikan yang berkualitas. Alokasi anggaran pemerintah untuk
sektor pendidikan mencerminkan bentuk nyata investasi dalam meningkatkan produktivitas
masyarakat. Pengeluaran pembangunan di sektor ini dapat digunakan untuk menyediakan
infrastruktur pendidikan serta memberikan layanan pendidikan yang merata kepada seluruh
penduduk Indonesia. Komitmen pemerintah terlihat melalui alokasi anggaran pendidikan sebesar
20% dari APBN, sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Pengeluaran
pemerintah di sektor pendidikan memiliki dampak signifikan pada perkembangan pendidikan,
terutama melalui peningkatan jumlah siswa yang berhasil menyelesaikan pendidikan ke jenjang
lebih tinggi. Tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang semakin baik memudahkan
individu usia kerja dalam memahami, mengimplementasikan, dan memanfaatkan kemajuan
teknologi. Hal ini pada akhirnya mendorong peningkatan standar ekonomi dan kualitas hidup
suatu bangsa. Oleh karena itu, sebuah negara perlu mengutamakan investasi dalam pendidikan
dan kesehatan untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan (Meier dalam
Winarti, 2014: 41).
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Indeks Pembangunan Manusia
Paradigma pembangunan yang berkembang saat ini menekankan pada pertumbuhan

ekonomi yang diukur melalui pembangunan manusia, yang tercermin dari kualitas hidup
masyarakat di setiap negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu alat ukur
utama untuk menilai kualitas hidup, yang didasarkan pada tingkat pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi (daya beli). Dengan meningkatkan ketiga indikator tersebut, diharapkan kualitas hidup
masyarakat dapat meningkat secara keseluruhan. Menurut Mirza (2012), UNDP (United Nations
Development Programme) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai proses memperluas
berbagai pilihan bagi masyarakat.
METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan studi pustaka. Metode penelitian deskriptif merupakan suatu metode yang bertujuan
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan suatu kejadian yang terjadi tanpa melakukan
manipulasi terhadap variabel-variabel yang ada. Penelitian memberikan gambaran mengenai
subjek yang diteliti, baik berupa karakteristik maupun suatu kondisi. Salah satu cara dalam
melakukan penelitian deskriptif adalah dengan pendekatan studi pustaka. Pendekatan studi
pustaka merupakan pengumpulan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber terdahulu,
seperti buku, artikel jurnal, ataupun laporan penelitian. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang diteliti tanpa harus
melakukan pengamatan langsung.

Penelitian metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka ini dimulai dengan
mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan yang ada. Kemudian, peneliti mengumpulkan data
dan informasi dari literatur yang relevan. Sumber-sumber yang didapatkan kemudian dianalisis
untuk menghasilkan pembahasan atas pertanyaan dan permasalahan yang telah ada sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan manusia adalah pengembangan masyarakat melalui pembangunan sumber

daya manusia, bagi masyarakat melalui penjabaran manfaat pembangunan dalam kehidupan dan
masyarakat melalui partisipasi aktif dalam proses yang mempengaruhi dan membentuk
kehidupan mereka (Yektiningsih, 2018). Pengembangan sistem pendidikan yang efektif dan
efisien merupakan suatu komponen krusial dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan tolak ukur yang
mempresentasikan beberapa indikator utama, baik pendapatan rata-rata, tingkat literasi, kesehatan,
dan harapan hidup. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu indikator yang dapat
digunakan untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik dari suatu penduduk (Muqorrobin &
Soejoto, 2017). Di tengah tantangan global dalam meningkatkan standar kemampuan dan hidup
manusia, efisiensi pengeluaran publik dalam bidang pendidikan menjadi suatu hal yang sangat
penting.

Pendidikan adalah salah satu bentuk investasi sosial yang memiliki dampak besar
terhadap perkembangan ekonomi maupun sosial suatu negara. Pendidikan dipandang sebagai
sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan berbagai pengajaran, bimbingan dan
latihan yang dibutuhkan oleh peserta didik (Sudarmono et, al. 2021). Investasi pada sektor
pendidikan sangat krusial karena dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dengan adanya pendidikan yang berkualitas serta dapat mempengaruhi kehidupan sosial
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dan ekonomi dalam suatu negara. Untuk menghitung sejauh mana tingkat pembangunan manusia
dalam suatu negara dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini bukan
hanya mencakup aspek standar hidup tetapi juga kesehatan, dan pendidikan. Anggaran dari
pengeluaran publik dalam bidang pendidikan dapat dialokasikan pada berbagai sektor seperti
infrastruktur pendidikan, program-program pendidikan, serta upah tenaga pengajar yang juga
perlu untuk diperhatikan untuk memastikan terwujudnya kualitas pembelajaran yang baik. Upah
guru yang adil dan sesuai dengan jasa yang diberikan merupakan faktor kunci dalam menjaga
kualitas pendidikan. Sebagian besar guru honorer di Indonesia memiliki gaji yang jauh dibawah
upah minimum daerah, padahal peran guru honorer di sekolah sangatlah penting. Selain itu
sebagian besar sekolah di Indonesia memiliki jumlah guru honorer lebih banyak dibandingkan
guru PNS di tiap sekolah (Fauzan, 2021). Guru yang terlatih dengan baik dan upah terjamin dapat
memberikan bimbingan yang maksimal kepada siswa karena adanya balas jasa yang setara.
Selain itu, upah yang adil juga berdampak pada meningkatkan loyalitas tenaga kerja. Oleh karena
itu, pengeluaran publik dalam bidang pendidikan sangat penting karena dapat mempengaruhi
kualitas pendidikan, yang pada gilirannya akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia
(IPM).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mahulauw et, al (2016) diketahui bahwa
pengeluaran dalam bidang pendidikan memiliki pengaruh yang besar terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM). Dengan meningkatnya pengeluaran publik dalam bidang
pendidikan diharapkan menjadi faktor pendorong dalam terwujudnya pendidikan yang lebih
berkualitas dan mampu mengahasilkan sumber daya manusia yang unggul. Efisiensi pengeluaran
publik dalam bidang pendidikan dapat dilihat berdasarkan seberapa besar pengaruh yang
diberikan terhadap aspek pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pengeluaran
publik yang besar dalam bidang pendidikan dapat dikatakan efisien apabila anggaran yang
dialokasikan mampu menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya
manusianya. Namun, jika peningkatan anggaran dari pengeluaran publik dalam bidang
pendidikan tidak menghasilkan perubahan yang signifikan terhadap kualitas sumber daya
manusianya maka pengeluaran publik tersebut dapat dikatakan tidak efisien. Indikator seperti
tingkat literasi, kemampuan membaca, menulis, dan menghitung, tingkat partisipasi pendidikan
dasar dan menengah, serta lulusan yang siap memasuki dunia kerja mampu mencerminkan sejauh
mana pengeluaran publik dalam bidang pendidikan mampu meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal yang mendasar untuk mewujudkan kualitas pendidikan yang baik yaitu dapat
dilakukan dengan pemerataan akses pendidikan di seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat
kota ataupun masyarakat desa, baik masyarakat kelas menengah keatas ataupun masyarakat kelas
menengah kebawah. Ketimpangan dalam akses pendidikan memberikan dampak yang negatif
sehingga dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan manusia. Ketimpangan ini
disebabkan karena pendidikan yang hanya mampu dirasakan oleh sebagian masyarakat sehingga
meninggalkan masyarakat lain yang tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan. Ketimpangan
ini pada gilirannya dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi atas pengeluaran publik dalam
bidang pendidikan pemerintah dapat memberikan fokus investasi pada kualitas tenaga pengajar.
Pengajar yang berkualitas memberi peranan yang besar dalam upaya meningkatkan capaian
belajar pelajar. Alokasi dana untuk memberikan pelatihan khusus dan peningkatan kualitas
pengajaran menjadi sangat penting dalam memastikan kegiatan belajar mengajar yang lebih baik
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dan relevan dengan dunia kerja saat ini.

Namun, pengeluaran publik yang besar dalam bidang pendidikan tidak selalu berhasil
dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara. Hal ini dapat
disebabkan karena peningkatan anggaran tidak dilaksanakan dengan kebijakan yang tepat serta
sistem pengelolaan yang baik dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas sehingga
seringkali terjadi penyelewengan anggaran yang telah ditetapkan untuk bidang pendidikan.
Penyelewengan ini bukan hanya memberikan dampak langsung dengan berkurangnya anggaran
untuk membangun fasilitas dan aksesibilitas pendidikan, namun juga memberikan dampak pada
menurunnya tingkat pembangunan manusia dikarenakan tidak tercapainya kualitas pendidikan
yang baik.

KESIMPULAN
Pendidikan merupakan salah satu investasi sosial yang paling penting dalam

meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat pembangunan manusia. Untuk
meningkatkan IPM, pengeluaran publik dalam sektor pendidikan harus efisien dan efektif,
dengan fokus pada peningkatan kualitas pengajaran, pemerataan akses pendidikan, dan
pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas SDM karena mampu
menciptakan tenaga kerja yang terampil dan terlatih. Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang
dialokasikan oleh pemerintah harus digunakan secara tepat untuk mendukung infrastruktur
pendidikan, program pendidikan berkualitas, serta peningkatan kesejahteraan dan
profesionalisme tenaga pengajar. Upah yang adil dan setara dengan kontribusi yang diberikan
oleh guru menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pendidikan. Salah satu permasalahan
yang dihadapi di Indonesia adalah ketimpangan dalam distribusi pendapatan guru, di mana
banyak guru honorer dengan gaji yang jauh di bawah standar. Ketimpangan ini memengaruhi
kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa, sehingga berdampak pada rendahnya IPM.

Pemerataan akses pendidikan juga menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan sosial
dan ekonomi. Pendidikan yang hanya dapat diakses oleh sebagian masyarakat akan menimbulkan
kesenjangan yang lebih besar, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan pembangunan
manusia secara merata. Oleh karena itu, salah satu langkah penting yang harus diambil adalah
memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di
desa, serta dari berbagai kalangan sosial ekonomi.

Secara keseluruhan, efisiensi pengeluaran publik dalam pendidikan harus menjadi
perhatian utama untuk menciptakan SDM yang unggul, yang pada akhirnya akan meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan manusia.
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